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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian, dapat ditangkap berbagai 

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan demikian 

oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana ( Punishable ).'

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan ( Crime Against

Humaniry ) dan peradaban ( Crime Against Civilization ) serta merupakan salah satu

ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan

kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan.

perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu

dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi

orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.2

Sudarto. Kapita Sc/ckta Hukum Pidana Alumni. Bandung. 1986. hal 107. 
fim Redaksi Nuansa Aulia. Peraturan Pemerintah pengganti Undanc- undane 

( Perpu ) nomor I Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penerbit Bandung 
2005, hal 44.

1



2

Pasca peledakan Bom di Legian. Kuta, Bali tanggal 12 Oktober 2002, 

Memperhatikan sangat berbahayanya kejahatan terorisme, Pemerintah Indonesia 

segera membentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang ( Perpu )

1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya 

Represif dan sekaligus Preventif.

nomor

Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah hak yang ada pada diri manusia secara 

kodrati dan Universal. Berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa

pun juga. Salah satu hak asasi yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi tersangka

dan terdakwa pada proses peradilan pidana yaitu hak untuk dianggap tidak bersalah

sebelum dibuktikan kesalahannya, atau dikenal dengan asas '"praduga tak bersalah”

( Presumption Of Innocence ).

Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ) dari masa ke

masa terutama dari segi Yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, 

namun di sisi lain penegakan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya. Salah satu bentuk 

penghargaan HAM itu adalah terhadap hak-hak tersangka, yaitu mereka yang karena 

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana ( Pasal 1 ayat 14 KUHAP ).
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Peningkatan perhatian tersebut dapat di lihat dengan dikeluarkannya Undang- 

undang nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, sebagai hasil karya bangsa sendiri untuk 

menggantikan kedudukan H1R ( Herziene Inlands Reglement ) sebagai hukum acara 

peninggalan kolonial.

Semakin berkembangnya kejahatan terorisme yang timbul maka mutlak 

diperlukan penegakan hukum yang profesional untuk menciptakan suasana tertib dan 

aman, dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum

yang kuat dan kepastian hukum untuk mengatasi masalah yang mendesak dalam

pemberantasan tindak pidana terorisme, diantaranva adalah Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ( Perpu ) Nomor 1 Tahun 2002 yaitu Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian menjadi Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2003.5

Perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan yang serupa dengan 

kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana ( KUHP ) vaitu dalam Pasal 187, yang mengatur tentang kejahatan yanc 

berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan 

dengan kejahatan penerbangan seperti yang diatur dalam Bab XXIX a KUHP.

Ihid.. hal 16.
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Undang-undang tentang tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus 

karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana 

dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Diintrodusirnya hal-hal yang berbeda ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan 

itu sendiri, karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan ( Crime Against Humanity ) dan termasuk kejahatan transnasional 

(International And Transnational Organized Crime ) nomor satu sebelum kejahatan 

narkotika dan perdagangan manusia ( Trafficking ). Oleh karenanya diperlukan 

upaya-upaya yang berbeda dalam hal menanggulanginya dari tindak pidana biasa 

(Conventional Crime).

terorisme

Secara Yuridis telah diatur perlindungan terhadap saksi dan korban, yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, Yaitu :

Pasal 5 ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 
akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;

J
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i. Mendapat identitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapat nasihat hukum; dan / atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir/

Hak-hak tersangka baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana 

terorisme tidak diatur secara khusus seperti hak-hak saksi dan korban. Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perpu ) Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur dalam :

Saksi, Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim yang memeriksa 
beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib 
diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan / atau hartanya, baik sebelum, 
selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 33

Pasal 34 avat(l) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan 
oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan 

mental ;
b. Kerahasian identitas saksi ;
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah/

Hal-hal yang berbeda di atas dalam proses hukum pidana di Indonesia dikaitkan 

dengan hak asasi tersangka sangat perlu untuk diperhatikan, karena esensi Due 

Proccss ()f Law (penegakan hukum yang adil) dikaitkan dengan “Supremasi Hukum'*

IhiJ.. hal 5. 
IhiJ.. hal 37.
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daJam menangani tindak pidana, berarti setiap penegakan dan penerapan hukum 

pidana harus sesuai dengan ‘‘Persyaratan Konstitusional” serta harus 

Hukum ~ Oleh karena itu, Due Process tidak “ Membolehkan Pelanggaran 

terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan bagian hukum 

yang lain/

“ Mentaati

Pada dasarnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka bukan hanya 

pelanggaran terhadap hal-hal yang tercantum dalam Pasal 50-68 KUHAP atau asas- 

asas saja tapi lebih luas dari itu. yaitu setiap perbuatan yang sewenang-wenang 

terhadap tersangka, baik itu dalam bentuk aplikasi maupun regulasi termasuk dalam 

hal ini adalah pengecualian-pengecualian penegakan hukum pidana dalam kerangka

proses peradilan pidana Indonesia.

Proses peradilan pidana ( Criminal Justice Process ) merupakan suatu proses

dalam menegakkan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya tersebut ia harus didukung 

oleh proses-proses yang teijadi pada lembaga-lembaga seperti Kepolisian. Kejaksaan. 

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang sebagai Tersangka dalam 

proses peradilan pidana, adalah mereka yang masih dalam tahap penyidikan, 

karenanya perlu proses lebih lanjut agar tersangka tersebut dapat dijadikan terdakwa 

dan akhirnya terpidana. Pada proses peradilan pidana, proses pada lembaga yang 

akan menentukan proses pada lembaga yang lain, dan yang sangat menentukan dalam

satu

Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid II, Sinar
Grafika. Jakarta 2002. hal. 95.
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proses ini adalah lembaga Kepolisian / Penyidikan. Oleh karena perannya yang 

sangat penting, maka Polisi dituntut bekerja profesional karena di sinilah banyak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan prosedur yang berimplikasi terhadap 

pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mengkaji lebih mendalam tentang

bagaimanakah hak-hak tersangka tindak pidana terorisme dalam Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dilihat

dari sudut hukum acara pidana. Untuk mengetahui, memahami hak-hak tersangka

tindak pidana terorisme itu perlu meneliti dan menganalisis secara yuridis dalam

bentuk skripsi; “ Analisis Yuridis Hak-hak tersangka Perkara Pidana Terorisme

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

I. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini adalah; Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak- 

hak tersangka perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini merupakan bidang hukum acara pidana 

dan penegakan hukum pidana, meliputi analisis tentang ketentuan-ketentuan 

berkenaan dengan hak-hak tersangka yang ada dalam Undang-undang

yang

nomor
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15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikaitkan dengan 

KUHAP terutama yang berkenaan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

hak-hak tersangka perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk :

a. Secara teoritis, penulisan diharapkan bermanfaat untuk menambah

pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum

pidana terhadap perkara pidana terorisme terutama berkenaan dengan hak-hak

tersangka.

b. Secara praktis, penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi para pihak 

yang berkepentingan untuk menegakkan supremasi hukum.

D. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan 

Hak-hak tersangka Perkara Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana

Indonesia.
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2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menelaah asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, pandangan- 

pandangan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka 

perkara pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data 

kualitatif, yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Studi kepustakaan tersebut terdiri dari : 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, studi 

dokumen di peroleh dari dokumen tentang pelaku-pelaku terorisme di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Adapun metode pengumpulan Bahan Penelitian yang penulis gunakan adalah

studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan

jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku Bahan Hukum, 

Dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Sekunder terdiri

dari bahan hukum :

a. Bahan hukum Primer, terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 ( Amandemen ke-IV ), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, 

Perpu Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Undang-
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undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Nomor 16 Tahun 

2003 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 

2002, menjadi Undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

( KUHP ), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa Asas hukum,

Doktrin dan Yurisprudensi.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan

penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

tersier terdiri dari literatur hasil penelitian, Kamus Bahasa Indonesia dan

artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan

diteliti dalam skripsi ini.
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5. Metode Analisis

Dari keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian diproses, diteliti dan

disusun kembali dan akan dievaluasi secara seksama. Setelah dipandang cukup dan

lengkap, maka data tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis menurut

bidang klasifikasi masing-masing serta diperiksa dan dipersiapkan untuk analisa

dengan tujuan untuk menyederhanakan Metode analisis ke dalam bentuk yang mudah

dibaca dan di interprestasikan.
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